BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang penulis
lakukan, dapat disimpulkan bahwa saksi verbalisan tidaklah objektif dalam
pembuktian tindak pidana narkotika. Ketidakobjektifan ini disebabkan
karena keterangan yang diberikan tidak bersumber dari pengalaman
langsung terhadap peristiwa pidana, melainkan hanya sebatas penegasan
atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik sendiri.
Posisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan, sebab saksi verbalisan
pada dasarnya berkepentingan mempertahankan hasil penyidikan, bukan
menghadirkan fakta yang netral. Hal ini terlihat dalam studi kasus perkara
Jihan Mirza Bin Jamaludin, di mana saksi verbalisan dihadirkan setelah
terdakwa mencabut keterangannya di BAP, namun keterangan yang
disampaikan tidak memperlihatkan objektivitas, melainkan lebih untuk
membenarkan proses penyidikan yang telah dilakukan, dengan demikian,
keberadaan saksi verbalisan tidak dapat dipersamakan dengan saksi fakta,
melainkan hanya dapat ditempatkan sebagai bukti pelengkap yang harus
diuji secara ketat melalui alat bukti lain agar proses peradilan tetap
menjunjung prinsip keadilan dan pencarian kebenaran materiil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan diatas,

penulis sampai kepada saran agar keterangan saksi verbalisan dalam perkara

tindak pidana narkotika tidak diabaikan, tetapi juga tidak dijadikan sebagai
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alat bukti yang berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain yang relevan.
Keterangan saksi verbalisan perlu selalu diukur dengan alat bukti tambahan
yang dapat menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan telah
dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, dengan demikian penggunaan
keterangan saksi verbalisan tetap dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem
pembuktian, namun nilainya harus diuji secara objektif agar tidak
menimbulkan bias atau keberpihakan terhadap hasil penyidikan.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepastian
hukum, perlindungan hak-hak terdakwa, dan terwujudnya asas keadilan

serta kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana narkotika.
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